
BUPATI SOLOK
PERATURAI DAERAII KABUPATDN SOLOK

NOMOR 1 TATIUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMTLIIIAI{, PENGAI{GTATAN

DAII PEMBDRIIENTIAN VTALI NAGARI

DDNCAN RAITMAT TUI{AN YANG MAIIA ESA

BUPATT SOLOK,

bahiva untuk melal{sanakan ketentuan Pasal 31 ayat {1) 'lan

ayar (2) Unddg_Undang Nodor 5 'fahun 2On4 tentang Desa

.lan PasaL 49  yat (r) Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor

112 'fahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa lerlu

menetapkan Peratlrd Daenh tentang Tata Cara PeFilihan'

Pengangkatan dan PemberhentiaD wali Nagdii

1 Pasai 18 ayat (6) Undang Un'lang Dasd Negara Republik

hdon€sia Tabun r94s l

Undalg UndanB Nomo. 12 Tahun !956 tenlde

Pe.mbenrukan Daerah Otonom Xabupatcn Dalm

Lingkunsan Daerah Ptopinsi sunatera'rengah (lEmbaran

Negara Republik lndonesla'aahun 1956 Nomor 2s);

Undang Un.lang Nomor 6 'fahun 2014 tentane Desa

(Lembatan Nega.a RePubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara RePublik lodonesLa

Undang Undang Nomor 23 iahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daefah (LeEbaraa Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomc' 244, Tambahan Lcmbard

''r-g"ra Rep' o..k ndo e i" t\ 'n or qJa s'baCair d 1"

telah diubah heberapa kah ter€khn dengan undang_

Undmg Nohor 9 Tahun 2o1s tfltang Pe'ubansn ft€dua

2.
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Peme.intahan Daerah (Lemba.an Negara Relublik

indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Taftbahan Lembafan

Negara RePublik lndonesia Nomor 5679);

Peraturd Pemerintah Nomoi 39 'fahun 2004 tentang

Pemindahan lbukota Kabupaten Solok dari wilavah Kota

Solok ke Xayu Aro_Sukarami (Arosuka) di Wilavah

kcamatan Gunung falang (abupaten Solok U'cmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor

Pe.aturan Peme.iniah Nomor 43 Tahun 20!4 ientang

Pe.aiuran Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun

2Q14 tentang Desa (Lembaran NFgara RePublik rn'ldnesia

Tanun 2014 Nomor 123, Tambahan Lehbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5589) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo.47 Tanun

2Or5 teniang Pe.ubahan Aras Peraturan Peme'ntah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksdaan

Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentdg Desa

(Lemba.an Negara RepubliL lndon€sia Tahun 20l s Nomo'

ls7,'fambahan Lembaran Negara Republik Ind'nesra

5.

6 ,

7. Peraturan M;nt€.i Dalam Negeri Nomor r 12 Tahun 2Oi4

tentang Pemilihan (ePala Desa {Eerita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dergan Persetujuan Bersana

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI'

KABUPATEN SOLOK

da!

BUPATI SOLOK,

MEMVAUSXAN:

PERATURAN DADRAH TENAANG TAfA CAIA PEMILIIIAN'

PENCANGKATAN DAN PEMBDRHENTIAN WALI NACARI.
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BAA I

KEfENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yde dimaksud dengan:

l Daerah adalah Kabupaten Solok.

2. Peme.intahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

p.insip oronomi seluasluasnya dalam sistem dan

p.insrp NegaE Kesatud Republ ik  Indon€sLa

sebagaimana djmaksud dald Undang-Undang Dasar

Nega€ Republik Iodonesia Tanun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati danleranskat daerah

sebagai unsu. lenyelenggda pemerintahan daerah.

a.

5.

6.

7 .

Bupati adalah Bupati Solok.

Kecamataa adalah bagian wilayah dari Daerah

kabupatenyang dipimlin oleh camat.

Camat adalah Camat se Kabupaten Solok.

Nagari adalah satu kesatuan teritoiial hasyaral{at

hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan

seneolosLs nenurut sdis keibuan (matnlineal) yans

aemillki batas-batas fungsioial adat.

Pemerintah , Nagari adalah Wali Nagari dibantu

Perarigkat Nagari sebagai unsur peny€Lenggara

Pemerintahan Nagdj.

9. Wilayah Pemerintahan Nagari adalan kesaruan lvilayan
pemerintahan nagari yang mempunyai batas-batas

administratif yang dit€tapkan sesuai dengan peratufa.

perundang-undangan yang berlaku.

t 0  W€ l iNdCdr iada ld rh  Pc  abd_  Ppnc  i n rd \  \ l eBar i .

11. Badan Musyawarah Naedi yang selanjutnya disebur

BMN adalah lembaga yang melal{sanakan fungsj
pemerintahar ydg mggotanya meiupal<an wal{il dan

penduduk nagari bedasarkan keteN'atild wil&ah,

usu./ketembagMn dd ditetapkm secda demokratis.
3



12. Musyawdah Nagari adalah musyawarah ydg

diselenggarakan oleh BMN khusus untuk pemllihan

Wali Nagari antaNaktu yang diikuti oleh ICAN,

Pemerintah Naga.i dan lembaga nagari la'nnya.

13. Kerapatan Adat Nagari yang seLanjutnya disebut KAN

adalah Lembaga Kerapatan da.i niniak mamak yang

.e l "  ddd )€ .Cd rar .s r  . r r  r ' cornang

adat dan be.tungsi memelihara kelestanan adat dan

budaya serta menyelesaikan perselisihan sal{o dan

pusako dalam nagari,

14. Pemiliha! Wali Nagdi adalah pelaksaqen kedaulatan

Ekyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang

bercifat ldBsuns, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

i5. Pemilihan wali Nagafi Antaflaktu melalui Musyawa.ah

Nagai adalah musyawarah nagari yang diselenggarakan

khusus unruk pelaksanaan lemilihm Wali Nagari

antaMaktu bagi nagari yang telah m€laksanakan

pemilihan Wali Nagart serentak sesud dengan

keientuan Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, karena Wali Nagdi yang bersangkutan berhenti

disebabkan m€ninggal dunia, permintaan sendin atau

diberhentikan serta sisa masa jabatannya lebih dari

16. Panitia pemilihan waLi Nagari tingkat Nagari adalah

Panitia yang dibentuk BMN unruk melaksanakan

Pemilihan Wali Nagari.

17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suda ydg

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok

peoyeLenggara pemungutan sufa yang dibentuk oleh

panitia penllihan sali nagari sesuai dengd kebutuhan.

la. Panitia pemilihan Wali Nagdi tingkat kabuPaten yang

selanjutnya disebut Panitia Pedilihan Kabupaten adalah

panitia yane dibentuk Bupati lada tingkat Kabupaten

dalam .angka mendukung pelaksanaan pemilihat Wali
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19. Calon wali Nasari adalah bakal calon wali Nagari yang

telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon
yang berhak dipilih mcnjadi Wali Nagari.

20. Calon Wali Nagari T€.pilih adalah caion Wali Nagari
yde memperoleh sua.a terbdyak dalam pelaksanen

pemilihan wali Nagarj.

21, Penjabat wali Naga.i adalah seorane pejabat yang

diangkat oleh pejabat. yang benvenang urtuk

melaksanakan tugas, hak dan wevenang serta

kewajiban Walj Nagdi dalam kurun waktu tertentu.

22. Pemilih adalah lenduduk nagari yars bersangkutan dan

telan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak
pitih dalam lemilihan Wali Nagari.

23. Dafia. P€milih Sementara yang sela4iurnya disingkat

DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan

data Daftar Pemilih Tetap Pemllihan Umum terakhir

ydg telah dipe.bahmi dan dicek kembali atas

kebenarannya se a ditambah dengan pemilih baru.

24. Daftar Pemilih Tambahan adalan dafrar pemilih ydg

disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang

be.sdgkutan belum terdaftar .lalaft Daftar Pemitih

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DP'r

adalah daftd. pemilih yadg ielah diterapkan oleh Panitia

Peiniiihan sebasai .lasar penentuan identitas pemilih

dmj  r 'dh Dpm I  n  d€ d per ' l ihdn w. . .  NdB"r i .

26. Kdpdye adalah suatu kegiata! yang dilanrkan oleh

Calon \tali Nagari untuk meyakinkan para pemilih

datan rangkd mendapatkan dukungd

27. Tempat Pemungutan SuaE, selanjutnya disingkar TpS,

adalen tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

24. Anak Nagai adalah seluruh unsur penduduk

berdasarkan ketentuan adat, baik yang bertempar

tinggal atau tidak di naga.i yang bersangkuran

29. Penduduk naga.i adalah Warga Negara lndon€siaoyang

bertempat tinggal di Naga.i.
5
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BAB II

PEMILIIIAN WALI I'IAGARI

Pasal 2

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara langsung.

Pemilihan wali Nacari sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan s€cara serentak I (satu) kali atau dapat

Pasal 3

(r) Pemilihan wali Naga.i se.entak t (satu) kali sebagaimana

dimaksud dalan Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada

ivaktu yang sama di s€luruh Nagan.

(2)Untuk pemilihan wali Nacari sefe;i'tr sebaBaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksdakm setelah masa

jabatan Wali Nagari benkhii pada wakru yang sama atau

hampir beFamaan.

(3) Pemilihan Wali Naga.i secara serentak bergelombang,

maksimal 3 (tisa) kali dalao jangka wakiu 6 (enam)

(;l) waktu pelaksanaan Pemilihan wall Nagari sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) ditetapka! dengan Keputusarl

Pasal4

Bagi wali Nagari yang b€.akhir tuasa jabatannya sebelum

peiode pemilihan se.entak, ditunjuk penjabat Penjabat wali

Nasa.i dengan masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Paniria Pemilihan wali Nasa.i tingkat

(2)Panitia Pemilihan wali Nasari

pada ayat (l) terdjri da.i unsu.

6

sebagaimana dimaksud
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(3J Panitia pemilihan di tingkat Kabupater sebagaimana

dimal{sud pada ayat (1) mempunyai tusas m€lipuh:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan

meny€Lenggarakan semua tahaPan pelaksanaan

pedilihan tingkat kabupaten;

b, melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan

Wali Nagari le.hadap Panitia Pemilihan Wali Nagdi

tingkat Nagai;

c. m€netapkd jumlah surat suara dan kotak suam;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuaian

\o,d, \  " , " , "  c1"  p_,  _nel 'apdn pem, l ,h"n l " ,nnra:

€. m€nyampaikan su.at suara dan kotak suara dan

lerlengkapan pemilihan lainnya kepada panrtia

t memfasilitasi penyel€saian permasalahan pemilihan

Wali Nagdi tingkat kabupaten;

g. melakukm evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

h. metuberikan sanksi terhadap pelangga.an

penyelenggarad pemilihan Wali Nagafii dan

i. melaksdakan tugas dan sewenang lain yang

ditetapkd dengd keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagiar Kesatu

Pentaha!an

Pasal6

Pemilihan Wali Naeari dilaksanakan melalui tahapan:

c. pemuncuEn suara;

7
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Eagia! Bedua

Petsia!a!

Paragtaf 1

Umum

Pasal 7

P€rsiapan pemilihan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6 hurufa terdiri atas kegiatan:

a, pemberitahuan BMN kepada Wali Nagari tentang akhir

nasa jabatan yang dlsatupalkan 6 (enam) bulm seb€lum

berakhi. masajabatan;

b. pemb€ntukan Panitia Penilihan Wali Nagari oleh BMN

dnehpkan dalamjancka rvaktu,l0 lseplliuhl ha.i setelah

peft be.itahuan ahhi. masa.jabatan;

c. laporan akhir nasa jabatan Wali Nagan kepada Bupati

disampaikan dalam jangka waktu 30 (tisa puluh) ha.i

setelah pembe.ilahuan al{hir tuasa jabatan;

d. perencanaan biaya penilihan diajukaD oleh Panitia

Pemilihan Wali Nagari kepada Bulati melalul camal

dalam jancka rvaktu 30 (tiga puluh) ha.i setelah

t€rbentuknya l,anitia Pemilihan j dan

e. perseiujuan biaya pemilihan dad Bupati .lalam jangka

waktu 30 (tiga luluh) hari sejak diajukan oleh Panitia

Pasal 8

(1) Pembentukan Panitja Pemilihan wali Nagari sebagaituana

dimal{sud dalam Pasal 7 hurul b disampaikan secara

tertul's oleh BIVIN kepada Bupati melalui Camat.

(2)Pannia P€milihan wali Nagari sebagajmana dimaksud

pada ayat {1) be.jumlah 7 {tujuh)oranc.
(3)Panitia Petuilihan wali Naga.i sebasaimana dimaksud

pada ayat (2) daplt terdin da.i unsur:

a Unsur Pemerintahan Nagari

b. unsur Ke.alatan Adat Nagari (KANI;
a
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c. unsur Badan Musyawdah Nasa.i (BMN)i

d. unsur Bundo Kanduang;

€. unsur Pemudai

I unsu. LPMN] dan

g. unsur Alim Ulama (MUN).

(4)Dalan hal unsur panitia sebagaihana dimaksud pada

ayat (3) tidak te.penuhi maka jumlah panitia dapat diisi

oleh unsur lainnya.

(s)Panitia Penilihan wali Nasa.i datam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekrela.ial densan jumlah anggota

paling banyak s (lima) o.ans.

(6) Keancgotaan Sek.eta.iat sebasaimana dimaksud pada

ayat (t) yang ditetapkan dengan (eputusan Wali Nagari.

(7) Panitia penilihan wali Nasai bertangsunslavab kepada

BMN.

Pasal 9

Panitia pemilihan \tali Naga.i memlunyai tugasi

a. mefencanakan, m€ngkoordinasikan, menyelenggarakan,

nFnBdq.  d l  m-nBendd. . |J  .  r l rn

pelaksanaarl pemilihani

b membentuk KPPS sesuai dengan kebutuhan;

c, merencanal{m dan mengajukan biaya ledilihan kepada

bupar i  me a ur  ( rmar j

d. melakukan pendallaran dan penetapan pemilihj

e  m-ngddaks p" , j "  inec drn penjdr ;ncon od.  (d lo

f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

I .  mrr ' r rdp\ .  uc ,  or3 p- l r * . . r  sn p-1 a- :

h .  mFn"  "p l " r  r "L  , " r "  p  l " (  dna"n  ̂ "np"  ) ,  .

i hemlasilitasi pen)ediaan peralatan, pe.lengkapan dan

tempat penungutan suara yang tidak disediakan oleh

panitia tingkat kabupaten d€ngan menggunakan dana yang

be.sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nacarl

{APB Nagad);

I melaksanakan pemungutan suara;

nql 
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menetapkan hasil fekapitulasi penghitungan

mengumumkan hasil pemilihan;

menetapkd calon wali Nagari terpilih; ddl

melakukan evaluasi dan lelaporan pelaksanaan

PenetapaD Pemilih

jdE  r !negunokan  h3 [  p i l i h .  l a  Ls  .e rda I " r

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus

mem€num syaral:

a. penduduk Nagan yang pada ,hai pemungutan suara
pemilihan wali Nacarl sudah be.udu. 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai

b. nyata-nyaia tidak sedag t€.Canggu jnva/ ingatannya;

c. tidak sedang dicabur hak pilihnya be.dasarkan putusan

pengadilan yang telah metuperoleh kekuatao hukum

d berdomisjli di nasad sekurans-kurancnya 6 (enam)

buian sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan

dengan Kariu 'fanda PenduduL atau surai keterangd

(3) Pemilih yang telah tcrdaltar dalam daatar pemilih ternyata

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), .idak dapat mengsunakan hak memilih.

Pasal  11

(t) Daitar pemilih dimulakhirkan dan diralidasi berdasarkan

d" f  "  oem. l .n  ' "  
"p  p .n ' i 'h" r  '  'n  r r rdrnI

(2)Pemutakhna! sebasaimana dimaLsud pada ayat (1),

dilakukan karena:

a. memenuhi syarar usia pemillh, yang sampai dengan hari

dan tanggal pemlugutan suara peftilihan sadah

berumur l7 (tujuh belas) tahun;
l0



b. belum beruau. 17 (tqjuh belas) tahun, tetap,

sudah/pemah nenikah;

c. telah meninggal duniai

d. pindah domisili ke nagdi lain; alau

e. belum terdaftar.

(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Panitia Pemilihan wali Nagari mentrusun dan

menetalkan DPS berdasarkin berita aca.a fapat Panitia

Pemilihan wali Nagari.

Pasal 12

(1)DPS sebagaimana dituaksud dalam Pasal 1l ayat (3),

diumumkan oleh Panilia Pemilihan Wali Nagari pada

tempat yang mudah diaLses dan dilmgkau masya.akat.

(2) Jdgka wal<tu pensumumd sebagaimda dimaksud pada

ayat (1) selana 3 (tiga) haii.

Pasal 13

(l) Dalam janeka saktu sebasaimana dimaksud dalad Pasal

12 ayat (2), pemilih atau anggota kelua.Ca dapat

mensajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama

dan/atau identitas lainnya.

(2) selain usul Frbaihan sebagainana dimaksuq laoa ayar

(1), penilih atau anggota keluarga dapat membe.ikan

inlormasi yang meliputi:

q .  per i  j?rg r - rdc r . r  \  d" l  n-  .n98€l  duni r .

b. pemilih sudab tidak be.dotuisili di nagai terseburi

c. pemilih yang sudah nikah di basah umur 17 tahuni

d, pemilih yang sudah tedaftar tetapj sudan dak

memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3)Apabila usul perbaikar dan inlbrmasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Pranitia

Pemilihan wali Nacari segera mencadakm perbaikan DPS.
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Pasal 14

(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara al<tif melaporkan

kepada Paniiia Pemilihan Wali Nagdi melalui Lepala

(2)Pemilih sebasaimana dimaksud pada ayat (11 didaltat

sebagai pemilih tambaharl.

(3) Pencatatan data p€milih tambahan sebasaimaDa dimaksud

padc dJ-r  L  , .  d  l " l "a  akan p" l .ng l " '  b .  J  (  9"  I  r . ,

Pasal 15

(1)Daftar lemilih tambahd diumumkan oleh Panitia

Pemilihan wali Nagari pada tempat yang st.ategis di nagan

untuk diketahui oleh ftasyarakat

(2)Janska *aktu pensuftuma! daftar idmilih tambahan

sebaeaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan serama

3 (tiga) hari tefhituns sejak berakhirnya janska waktu

perFsunan daftar pemilib rambanan.

Pemilihan Wali Nagari men€tapkm

mengudumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daitar

taobahan menjadi DPI be.dasarkan berita acara rapat

Pemilihan Wali Nagari.

Pasal t7

(1)DPr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diuoumkan

di tempat yanc sfategis di Naga.i untuk diketahlri oleb

(2)Janska waktu pensunumat DPr sebasaimana dimaksud

pada arat {1), selana 3 (tigal hdi te.hilung sejak

berakhimya j anska waktu penyusutan DPL

Pasal 1a

Untuk keperluan pemuDgutan suara di TPS,

Wali Naga.i menyusuD salinan daltar pemilih

frrt
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Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan
penFsunan kebutuhan surat suara dan alat perl€ngkapan

Pasal 20

Daftd lemiiih tetap yang sudah disahkan oleh pannia

lemilihan Wali Naga.i tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih

yang meninggal dunia, panitia petuilihan membubuhkan

catatan dalad daftar pemilih tetap pada kolom keterangan

Bagian Ketiga

Peocalonan

Piragraf 1

Pendaltann Calon

Pasal 2l

Calon wall Nagai sajib memenuhi persyaratan:

a, warga negara R€publik lndonesia;

b beftaksa kepada Tuhan Yang Maha Esaj

c. oemesarg teguh dan mengamalkdn Pancasila,

melaksanakan- Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, sei.a mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara KesaauM Republik Indonesia

dan Bhinneka Tunggal lka;

d. b€ryendidikaD paiing .endah tamat sekolah menengah

pe.tma atau sederajatj

e. berusia paling.endah 25 (dua luluh Litua) tahun pada saat

t bersedia dicalonkan menjadi wali Nasari;

g. metuahami dan berkonirmen untuk m€lesrarikan adar

istiadat dengan falsalah Adat Basandi Sara, Sara'Basandi

Kitabullah;

trE 13



) .

bersedia bertempat tinggal di Nagdi yang be.sanekutan
.F aac mc.a ab6rdn korFrp "ebaedi  Wi l l  N.  Ccr i
ndak sedans menjalani hukuman pidana penja.a,

tidal{ pemah dijatuhi pidana penjaa bedasarkan puiusan

pengadilan yang telah tuempunyai kekuatd huhum teta!

kdela melakukan tindak pidana yang didcam dengan

p'dana penjara palins sinskat 5 0ima) tahun atau lebih,

kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai henjalani pidana

penjara .ta. nensumunkd scam jujur dan terbuka

kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana

serta bukan sebagai pelaku ke.jahatan berulang ulang;

tidak sedang dlcabut hak lilihnya sesuai dengan lutusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetalj

sehatjasnani dan rohani, serta niampu nlnjataotan rugas

dengan baik tarpa bdtuan oEng lain, bebas narkoba atau

penggunzfu zat adiktif lainnya yang dibuttlkan da.i hasil

pemeriksaaan Rumah Sakit Umum Pemerinlahj

be.kelakukan baik yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Catatan K€polisian Sektor setempat;

pandai hembaca Al-Qurao dibuktikan dengan surat

keteEngan yang diterbitkan oleh KUA kecamatd setempatj

tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga)

memenuhi kelengkapan persya.atan calon wali Nagari; dan

bakal calon Wali Naga.i yang berasal dari partaj politik

ha.us mensundurkan diri dibuktikan densan surat

pengunduran di.i da.i lartai yang bersangkutan.

Patagraf 2

P€r€litia!, Penetapan dan Pengumudar CaloD

Pasal22

(1)Panitia Pemilihan Wali Nagari nelakukan penelitian

terhadap pe.syaratan bakal calon meliputi penditian

kelengkapan dan keahsahan adminisbasi pencalonan.
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(2) Penelitian kel€ngkapan dd keabsahd administ.asi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi

pada instansi yang beMenang yang dilengkali dengan

surat keterangan dari yang ben€nang.

(3)Panitia Penilihan wali Naga.i mengudumkm hasil

penelitian sebagaimana dimaksud lada ayat {l) kepada

masyaEkar untuk memperoleh masukan.

(:1) Masukan masyarakat sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)

wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan wali

Pasal23

(1)Dalam hal bakal calon wali Nagariydg mem€nuhi

Pe.sya.atan sebasainana dimaksudirdalam Pasal

2tberjumlah lalins sedikit 2 (dua) orans dan palins banyak

5 (ljma) orang, Panitia Pedilihan wali Nasarimenetapkan

bdkal  .a lon W- l i  l \agan np. .ad, .  "Lon wal  N€C€ i .

(2) Calon wali Naga.i yang ditetapkd sebasaimana dimaksud

pada ayat (1) diumunkan kepada masyaral{at

Pasal24

(1) Dalam hal bakal calon yms memenuhi lersyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2rkurang dari 2 (dua)

o-4ng.  P-n i ' .d  P 'T .  nan ! ra , r  \€B€ i  '  " r  pr rpdnj4 g

ivaktu pendaftaran selaoa 20 (dua puluh) har

{2) Dalan hal balal calon yans memenuhi persyaratan tetap

kurans dari 2 (dua) o.ans setelah peryanjosan waktu

pendaftaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), Bupati

menunda pelaksanaan pedilihan Wali Naga.i gelombang

(3)Apabila dalm tenssans waktu sebasaimana dimaksud

pada ayat (l) masa jabatan wali Nagai b€.akhir, Bupati

mengangkat penjabat Wali Nagari dari Pegawai Neg€.i Sipil

di iingkungan Peme.intah Kabuparen ydg memahami adat

basandr sara' sa.a' basandi kitabullah.

fflTul
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Pasal 25

Dalam hal bakal calon yang demenuhi persyaratan

sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 2i lebih ddi 5

(lima)ofang, Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan seleksi

tambahan dengan henggunakd kriteria pengalaman beke.ja

dL lembaga pemerintahan, tingkai pendidikan, pengetahuan

adat, usia dd persya.atan lanr yang selanjutnya djieralkan

oleh Panitia Pemilihan Wali Nagai.

Pasal 26

(1)Penetapan caion wali Nasai disertai dencan penerruan

nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia

Pemilihan WaliNaga.r.

(2)Undid nomor urur calon sebagaimaraildimaksud pada

ayal (lJ, dihadni oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun

dalam daJtar calon dd dituangkan dalam berita acara

penetapan calon Wali Naga.i.

(.+)Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui

media nasa dan/atau lapan pengumuman tenrang nama

caton yang ielah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hai

sejak tanggal diietapkan.

(s) Pengumudan s€basaimana dinaksud pada ayar (4) be.sifat

nnal dan nengikal

Paragr.f 3

Kampary€

Pasal 27

(l)calon wali Nasari dalat melakukan kamlanjre sesual

d- rCra  Lo  d i  .  , r ,  o '  oo ) r  1d . ) . -  \ - l  Ncg . f l .

(2) Peiaksanaan kampanye sebagaimda dimaksud pada ayat

(1) dimulai setelah pensumuman sebasaimma dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (al dan berakhir seb€lum dimulainya

r[*l 
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(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayar {1) dilakukd

dengan pinsip juju., te.buka, dialogis serta bertanggung

Pasal 28

(l) Kampanye sebacaimatra dimaksud dalan Pasal 27 ayai (1)

metuuat visi dan misibiia te.pilih sebagai Wali Naga.i

(2JVisi sebagaimana dimal{sud pada ayat (11 merupakan

keinginan yang insin dnvujudkar dalaft jadgka waktu

masa jabalan wali Nasa.i.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be.is' pfosram

yang akddilaksanakan dalam rdgka memjudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud

dapat diLaksanakan melaluii

dalan Pasal 27 ayat (1)

d. penyebard bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasan8an alat peraga di iempat I<amPanye dan di

tempat iain yang ditentukan oleh panitia pemilihanj dan

f. kegiatan Lain ydg tidak melangga. pe.atufan perundang-

Pasa l30

(l) Pelaksana Kampanye dilaranc:
a. mempersoalkan dasar nega.a Pancasila, Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negda Republik Indonesia

Tahun 19.15, dan beniuk Negara Kesatuan R€publik

b. melakukan keejatan yang membahayakan keutuha.

Negara (esatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorangj agamaj suku, ms, golonganj calon

dan/atau Calon yang lain;

d, oenghasut dan dengadu domba perseorangan tatau

L7



e mengganggu ketertiban umum;

i mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penssunaan kekerasan kepada

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau

calon J,anc lain;

g. merusak dln/atau men€hilangkan alat peraga

Kampanye Caloni

h. menggunakan lasilitas penerintah, temlat ibadah, dan

tempat pendidikanl

i. membaiva atau menegunakan gambar dan/atau ahibut

Calon lain selain dari Canbar dd/atau at.ibut Calon

ydg b€.sangkutan; dan

j. nenjmjikan atau memberikan uans atau mat€.i lainnya

kepada p€serta Kaopanye.

(2)Pelaksana Kampanle dalam kegiatan Kampanye dilara.C

mengikurscfrakan:

a. P€sa{'ai Neseri silil dan'rNI/PoLRIj

c. Pefangkat Nagdii dan

d. anegota BMN.

Pasal 31

(1)Peiaksana Kampanye yang melanggar iardgan Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye

nr l "  88"-  l . r "n8.n w" l "Jpun b" l '  a  _- rd

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat te.jadinya

lelanggaran aiau di suatu \rilayah yang dapat

mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang

berpotensi menyebar ke wilayan lain

(2)Pembeian sdksi sebasaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari ringkat

Kabuparen.

l8



Pasal 32

(l) Masa tenang selana 3 (tisa) hari sebelum hari dan raogcat

pemungu@n suara.

(2)Selama hari renang tidak diperkenankan lagi

melaksanakan bentuk bentuk kampanye.

(3)Panitia pengawas menginst.uksikan kepada pa.a calon

wali Nagari untuk menurunkm atribur kampanye

sebelum dituulainya masa tenang.

{4)Apabila instruksi seba8aimana dimaksud pada ayat (3)

ti.lak dilaksanakan maka panitia pengawas betuenang

menurunkan secara paksa at.ibut kampanye,

(5)Hari dan tanggal lemungutan sua.a sebagaimaDa

d  i . k s rd  pdaa  d , - r ,  I d  -  
"Dk ;n  o l eh  BJpd  .

Bagian Keempat

Pemungutan dar Perghttungan Suara

Pasal 33

{1)Pemungutan s!'ara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2), dilakukan dengan membe.ikan suara meialui

surat suarayang berisi nomor, ioto dan nama calon.

(2) Pemberian sua.a untuk pemilihan sebagaimana dimaksud

lada ayat (lJ dilakukan densan mencoblos salan sau caron

dalam surat suara.

(3) Pelaksanaan penungutan suara didulai pukul 08 OO WIB

dan berakhir pukul 14.00 wlB.

Pasal 34

Pensadaan bahan, junlah, bentuk, ukuran, dan warna surat

sua.a, kotak suara, Lelengkapan peralatan lain serra

pendist.ibusiannya diatu. lebih lanjur dengan Pe.aturan

Bupati.

alln- 
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Pasal 35

(1)Jumlah pemilih di 'fPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

(2)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

lokasinya di temla! yang mudah dijangkau, te.masuk oleh

lenyandang cacat, serta menjanin setiap lemilih dapat

memb€rikan suaranya s€ca.a langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil.

(3)Jumlah, lokasi, benruk, dan tata letak TPs ditetapkd oleh

PaDitia Pemilihan Wali Nagari.

[a)Jumlah TPS sesuai dengan jumlah TPs pemilu te.akhi.

(s)Calon wali Nasari dapat nenunjuk saksi densan surat

(6)surai nddat saksi calon sebasaimanaidimaksud pada

ayat (5)diserahkan sebeluh tahapan penilihan dimulai.

Pasal36

(1)Pemi l ih  . rn"n '  tu .  rncd.k .?  - rqL ) ,  I  |  _ ip .  yr '

halangan fisik lain pada saat membe.ikd sua.anya di TPS

dapat dibantu oleh Panitia P€milihan Wali Nagari dapat

mengunjungl ruman yang

menghadirkan saksi.

ber iangkutrn

(2)Anggota panitia atau o.ang lain yang membarlu pemilih

sebasaimana djmaksud pada ayal (t), wajib meranas,akao
pilihan p€milih yang beFangkutan

Pasal 37

(l) Sebe['m melaksanakan pemunsltan suara,

melakukan kegiatan:

KPPS

a. membuka korak sua.a;

b. mengeluarkan seluruh isikorak suarai

c  a  ns idcn. inka\ i  Fn i .  dokLl  en d"  pe- ,  c ,dr :  da l

d. nenshituDs junlah setiap jenis dokumen dan peralatan

(2)K_sdd ._brB" i r .  r  dTdIs .d  ! "d"  " ) r  ( l l  d€p8

drhadlrL oleh saksr darr calon, unsur BMN, penga{as dan

warga masyarakat.
20
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(3) Keciatan sebaeajdana diftaksud lada ayat (1), dibuatkd

berita acara yang ditandatangani oleh KPPS serta

ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasa l38

(1) setelah meLakukan kesiatan sebasatmana dimaksud dalam

P"  a l  ,  a ta '  t l . ,  KPPS mFmb-  r l sn  pen .F l sJd  n - .gFn8 .

tata cara pemungutan suafa diatur lebih lanjut oleh

Peraturan Bupati.

(2) Dalam lemberian sua.a sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), lemilih dibe.i Lesempatan membe.ikan suamnya oleh

KPPS berdasarkan u.utan kehadiran peftillh.

13) Apabila menerina sumr suara yang re.nyata .usak, peftilih

dapar meminra surat suara pengganti'i kepada KPPS,

kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya

(4)Alabila terdapat kekeliruan ddd cda memb€nkd sua.aj

pemilih dapat meminta su.at suara p€ngganti Lepad4

I(PPS, panitia menrbe.ikan surat suara penggarlti hanya

satlr kaii denean terlebih dahulu mengembalikan surat

suara yang kelirlr tersebut.

Pasal 39

Suara untuL pemilihan Wali Naga.i dinyatakan sah apabila:

a. surat suda ditddatangani oleh ketua KPPS; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada ](satu) kotak segi empat

yang memuat satu calonj atau

c. tanda coblos tefdapat dalam salah satu kotak segi empat

yang memuat nomo., foto dan nada calon yang telah

d. tarlda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah

satu kotak segi empat yang memuat nomo.i foto, dan nma

e. tmda coblos terdapat pada salah satu ga.is kotak segi

empat yang memuat nomo., tbto, dan nama calon.
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Pasal40

(11 Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah

pemungutan suara berakhir.

{2) Sebelum penshitunsan suda dimulai sebagalmda

dimal{sud pada ayat (11, KPPS menghitung:

a. jumlab pemilih yanc memberikan suara berdasa.kan

salinan daliar pemilih tetap untuk'lPSi

b. .jumlah pemilih dariTPs lainl

c. jumlah pemilih ya.g tidak hadjrj

d. jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan

e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh petuilih

karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penshttulsan suara sebasaimda dimal{sud pada ayat (21,

dildl<ukd dd diselesaikan di TPS oleh KPPS dan dapat

dihadiri dan disaksikanoleh ' sakdi J' calon, unsur

BMN,pengawas, dan warga masyarakat.

(4) saksi calon dalam penghitungan suara sebasaimana

dimaksud pada ayat (31, harus membaiva surar mandat

dari calon yang beBangkutan dan menyerahkannya

kepada Keiua KPPS.

(s) XPPS menbuat berita acara hasil penshitunsan suara
yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan anscota se a

dapar ditandatangani oleh saksi calon.

(6) KPPS membe.ikan sallnan Eerita Acara hasil

penshitunsan suara sebagaihana dimaksud pada ayat (5)

kepada masing masins saksi calon yans hadir sebanyak I

(satuj eksemplar dan menempelkan r (satu) eksemplar

sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acda bese.ta kelengkapannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), didasukkan dalam sampul

khusus yang disediakan dan djmasukka. ke dalam kotak

,u .  r r  vanC p.  d .  baB. .n lLardr .erDe labr l "u '  _8r .

(8) KPPS menyerahkan berita acara 1 (satu) rangkaP hasil

penghitungd suarai surat suaral dd alat kelengkaPd

addinisbasi pemunsutan dan penghitungan suara kepada

Pditia Penilihan wali Nagdi secera setelah selesai
penghitungan suara yang diLengkapi d€ngan berita Acda

22



(9) Panitia pehilihan wali Nasari melakukan rekapitulasi

Perhitungan perolehan sua.a masing masing TPS yang

dihadii oleh saksi saksi yang memiliki mddat dari calon

Wali Naga.i dan diserahkan paling lahbat sebelum
penghitungan .ekapitulasi sua.a.

(lo)Panitia Pemilihan Wali Nagari menyerankan Rekapitulasi

hasil penghilungan suda kepada BMN.

Pasal 41

(t) Calon Wali Nagari yang memperoleh suah terbanyak dari

lumlah suara sah ditctapkan sebagai calon Wali Naga.i

te.pilih oleh panitia pemilihm WaLi Nagari.

(2) Dalam hal jumlah calon wali Nagarjterpilih yang

memperoleh sua.a terbanyak yang sana lgbib dari I (saru)

caloni calon te.pilih ditetapkan be.dasa.kan suara

terbanyak padaTPS dengan jumlah !enilih terbanyak.

Pasal42

Perlengkapd pemungutan suara dan pcnghitungan suara di

TPS, disimlan di kantor Wali Nagari atau ditempat lain yang

terjamin keamanannya

Eagian Kellma

, Peretapar

Pasal 43

(l)Panitia Petuilihan wali Nagari menyampaikan lapo.d hasil
pemllihm Wali Nagarj kepada BMN.

(2) BMN berdasarkan lapo.an hasil pemilihd wali

Nagarisebagaidana dimaLsud lada ayat (l) menyampaikan

calon Wali Na8arile.pilih berdasarkan sua.a terbanyak

kepada Bulati melalui Caoat dengan tehbusan kepada

(3)Bupati menetapkan pengesahan dan lengangkatan Wali

Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak taiggal ditenmanya lenyampaian rhasil

pemilihan dari Paniiia Penilihan wali Nagari.
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(a) Dalam hal te.jadi pe.selisiban hasil pemilihan Wali Nagari,

Eupali wajib menyelesaikan pe.selisihan daiam janska

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ba€ia! K€en.m

Pelantikan

Pasal 44

(1)Pelantikan lvali Nagari terpilih dilaksanakan set€i.n

beral{hirnya masa jabatan Wali Nagari sebelumnya.

(2)wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik

cleDgan mengucapkan sudpah/janji oleh Bupati atau
pejabat lain yang ditunjuk.

(3)Pejabat lain yans ditunjuk untuk melal,tik wali Nagari

sebagaimana dimalsud pada ayat (2) adalah Camat.

(al sunpah/janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah s€bagai berikut:
'Demi Axan/Tlhan, saya bersumlah/berjanji bahwa saya

akan hemenuhi keivajiban saya sela]1! walj Nagari dengat

sebaik-baiknya, sejujur juju.nya dan seadil'adilnyaj bahwa

saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Nesara dm

bahwa saya akm men€gakkan kehidupo demokrasj dan

Undang-Unda4g Dasar Negda Republik Iodonesia Tahun

1945 se.ta melaksdakao segala peraturan perundang

undangan dengan s€lurus lurusnya yang berlaku bagi

Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5)Peldtikan dan pengucalan sumpah/jdjj wali Nasdi

diLaksdatd selambat-Lambatnya 30 (tisa puluh) hdi

kerja terhitung sejak dit€.bitkannya Keputusan Bupati.
(6)Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan

pelantikan, Wali Naga.i yang akan dilanlik mengenakan

pakaian Dinas Upacara Eesar.

(7) setelah pengucalan sumpah/janjt dan petantikan dilanjuti

dengan se.ah terima jabatan antara waii Nagan yang

lama/Penlabat watj Nagari dengd wah Nagari 
ryang
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(8) wali Nasa.i sebagaimda dituaksud lada ayat (1)

memesang jabatan selama 6 (enam) tanun terhiruns sejak

tdggal pelantikan.

(g)wali Nasdi sebagalmana didaksud pada ayar (7) dapat

menjabat palins banyak 3 (tica) kali masa jabatan secara

berturut-turut aiau ridal{ seca.a berturut-turut.

BAB IV

WALI NAOARI, PERANGI{AT NACARI, PECAWAI NEGERI SIPIL,

TNI/POLRI SEBAGAI CALON WAI,[ 1TACARI

Bagian Lesatu

Calor nrau Nagari dari wati nagari, Peedgkat dtiiir'BMN

Pasal 45

(1)Wali Naga.i yans akan mencalonkd di.i kembali diberi cuti

sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya

or l "k . "n .an p- .  -  rpr '  4 lo  rerp. l .n

(2)Selama nasa clrti sebasaimana dimaksud pada ayat (r),

Wali Nagari dilaEng menggunakan fasilitas leme.intah
Nagdi utuk kepentingan sebagai calon wali Nagari.

(3) Dalam hal wali Nagdi cuti sebasaimana dihaksud pada

ayat (i), Sekretaris Nasdi melaksanakan rugas dd

keivajiban \tali Nagari yang ditetapkan dengd Kepurusd

(4) Ddlam hal Wali Nagari dan Sek.etads Nagari mencalonkan

diri sebagai Wali Nagari, tugas dd kewajiba! Wali Nagari

dilaksdakan oleh aparatur kecamatan yang ditetalkan

dcngan keputusd Bupati.

(lJ Perangkat Nasari yane

Wali Nagdi diberi cuti

te.daftar sebagai bakal

selesaLnya pelaksanaan
25
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mencalonkan diri dalam pemilihan

terhitung sejak yds bersangkartan

caLon Wali Nagarisamlai dengan

Penetapan calon terpilih.



(2)Tusas peranekat Nagdi sebasaiaana dimaksud pada ayat

(t) dirangkap oleh pe.angkat Naga.i lainnya yang

ditetapkd dengan keputusan Wali Na8di

Pasal .+7

Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari anggota BMN ha.us

m€ngundurkan diri dai keanggotaan BMN.

Bagian Kedua

Calor lvali rtagad dari PNS

Pasal 4a

(1)Pesawai Neceri sipil yang mencalonkan dirj dalam

pemiiihan Wali Nagari harus mendapatkan izin iertulis dari

pejabat pembina kepegawaian.

(2)Dalam hal Pesas'ai Neseri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi wali Nasari,

yang bersangkutan dibebasko sementara dari jabatannya

selama menjadi wali Nasdi t@!a kehilancan hak sebagai

Pegawai Negei Sipil.

(3)Pegatai Negeri Sipii yang terpitih dan diangkat menjadi

wall Nagaiisebagaimana dimaksud pada ayat (2) b€rhak

mendapatkan tudangan Wali Nagari dan lenghasilan

Bagia! Ketiga

C.ro! Ulati Nagari dari TNI/POLRI

Pasal49

Calon Walj Naga.i dari TNI/POLRI sydat dan ketentuannya

mengacu pada ketentuan pe.aturan perundang undangan

Yang berlaku.
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BAB V

PENGASTASAN PEMILIIIA'{

Pasal 50
(t)Pen8awasan pelaksanaan lemilihan dilaksanakan oleh

Panitia Pengalvas P€milihan yang ditetalkan dengan

Keputusd Camar

(2)Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:

a. Camat sebagai PengaEh;

b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketuaj

c. (epala Seksi Pemerintahan Kecdatan sebagar

d. Kepala SeksiTrantib (ecamatan sebagai Anggota;

e. AnEsota Ko.amil sebacai Anggolai

t, Anggota Polsek sebagai Anggota;

g. Kelala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di

Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai

h. Kepala KUA Kecamalan sebagai Anggota;

i. 1 (satu) orang angcora BMN da.i Nasa.i yans

melaksanakan pemilihan Wali Nagari sebagai

j. I (satuj oraDB da.i unsur (AN dad Nasari yans

melaksmakan pemilihan Wali Nagari sebagai anggota.
(3)Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan

a. mengawasi semua tahapan lenyeienggaraan pemilihan

b, menenma lapo.an pelanggaran tahapan pemilihan Wali

c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam
penyelensgaraan penilihd wali Na8an

(4) PaDitia Penga{'as Peniiihan berkewajiban:

a memle.lakukan Calon Wali Nagari secara adil dan

b. melakukan pensawasan pelaksanaan pemilihan s:cara
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c. m€nyamlaikan laopran kepada Camat atas pelaksanaan

tugas Pada akhir masa tugas.

(s)Panjtia Pengawas Pemilihan beNendg untuk

membatalkan hasil seleksi adminisbasi yang telah

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan wali Nagari apabila

dalam pelaksanamnya terbukti be.tentangan dengd

te .F r , ,  d  pFr . rL  a r  p fn  d2  g - . .d "ng .n .

Pasal Sl

Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pembentukan

Panitia Pemilihan wali Nagari dan tugasnya berakhir 30 (tjga

puluh) hdi seteiah pensucapan sumpah/janji Wali Nasari.

Pasal 52

(1)Pelanggaran pada setiap lahapan pemilihan dilaporkan

kepada Pditia Pengaivas Pemilihan oleh masyarakat atau

calon Wali Naga.i.

(2) Laloran s€basaima.a dioaksud lada ayat (1),

disampaikd seca.a te.tulis yang berisi :

a. nda dat alamat peiapo.;

b. waktu dan tempat kejadim perka.aj

c. nama dan alahat Pelangga.an;
d. ;ama dan alamat saksi-saksi; dan

e. uraian kejadian.

(3)Lapo.an sebasaimana dimaksud pada ayat (2J

disa;npaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan

selambatlambatnya I (satuj harj sejat terjadinya

BAB VI

PEMILIHAN WALI NASARI ANTARUTAKTU MDI"ALUI

MUSYAWARAII NAGARI

Pasal 53

Pemilihan Wali Nagdi antarwaktu dilaksanakan apabila Waii

Nagari berhenti karena :

a. meninggal duniaj

[fT.''l
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b. permintmnsencliri;dan

Yans sisa masajabatannya lebih ddi I (satu) tahun.

Pasal 54

Musyawarah Nagari yaDC diselenggarakan khusus untuk
pelaksanaan pemilihan wali Nagari antaruakru dilal<sanakd
paling latua dal@ janska waktu 6 (enam) bulan teihltung

sejak wari Nagari diberhentikan densan mekanisde sebasai

a. sebelum penyelenggaraan nusyara.an Nagari, dilakukan

kegiatan yang meLiputii

L Pembentuka. Panitia Pemilihd wali Nagdi

antaMaktu oleh BMN lalins lama dallsr jdgka ivaktu

ls {lina belas) ha.i terhituns sejak wali Nagdi

diberhentikani

2. penga.juan biaya pemilihan dengan beban Angsdan

Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Panitja Pemilihan

Wali Nagari kepada penjabat Wali Nagad paling Lambaa

dalm j@ska waktu 30 (tiga puluh) hari terhituns sejak

Pditia te.bentuk;

3. pemberian lersetujuan biaya pemilihan oleh penjaba!

wali Nagdi palilg lama dalam jancka waktu 30 (tisa

puluh) hoi terhitung sejak diajukd oleh Panitia

Pemilihan Wali Nagari;

4. penguftumo dan pendaftaran bakal calon Wali Nagan

oleh Panitia Pedilihan Wali Nagai dalamjangka waktu

l5 (lima belas) ha.i;

5. penelitian kelengkapan persyaEtan administrasi bakal

cdlon oLeh Panitia Pemilihan Wali Nagdi dalam jangka

rvaktu 7 (tujuh) harii dan

6. penetapan calon Wali Nagai antaMaktu oleh Panitia

Pemilihan Wali Nagari paling sedikit 2 (dua) ordg caron

dd palins banyal< 3 (tiga) ordg calon yans diminrakan

Pengesahan musyawarah Naeari untuk ditetalrL@

sebagai calon yang berhak dipilih dalu musyawarah

lf v
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b, BMN henyel€nggarakan musyaivarah Nagari yang meliputi

r. penyelenggaraan husyawa.ah Nagari dipimlin oleh

Ketua BMN yang teknis p€Laksanaan pemilihannya

d. l " lu l ra  o leh Pdni r .  P-mi Inan wd| l  \ECa- i :

2. pengesahan calon Wali Naga.i yang berhak dipilih oleh

musyawdah Nagari melalui musyarvaran mufal<at atau

melalui pemunsutan suaA;

3. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh Panitia

Pemilihan Wali Nagari melalui mekanisme musyawa.ah

mulakat atau melalui pemunCutan suara yang relah

disepakati oleh musyawarah Nagalij

4. pelaporan hasil p€milihan calon Wali Nagari.leh Paniri.

Pemilihan Wali Naga.i kepada musyawarah Naga.it

5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari;

6. pelapo.m hasiL pemilihan Wali Nagari melalui

musyawdah Nagari kepada BMN dalam janska wakiu 7

(tujuh) hai setelah nusyarvarah Naga.i m€ngesahkan

calon WaLi Naga.i teryilih;

7. lelaporan calon Wali Nagari terlilih hasil dusyawdrah

NaBari oleh ketua BMN kepada Bupati paling lambat 7

(tujuh) hari setelah men€rima laporan dari Panitia

Pemilihan Wali Nagaril

a. pene.bitd Keputusan Bupati tentdg lengesahan
pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat

30 (tica puluh) Ha.i sejd,k dit€.imarya laporan ddi

BMN; dm

9. pelantikd Wali Nagari oleb Bupati paling lma 30 (tiga

puiuh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan

pengangkatan calon Wali Naga.i terpiiih dengan urutan

aca.a pelantikan sesuai dengd ketentuan peraturan

perundang undangan.

10, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemiiihanrwali

Nagari antarwal{tu diatur dengan Peraruran Bupati.
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BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 55

(l)Biaya Pemilihan Wali Naga.i dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeran Kabupaten.

(2) Eiaya lemilihan wali nasa.i yang tidak terakomodir melalui

drnd A.eer ' "  Pe oaoa."n d"n B- l "n j -  D"- .dn

Kabupaten, dapat dibebankan pada Angga.an Pendapatan

dan Beldja Nasari.

Pasal 56

Biaya pemilihan penggantian antarwaktu dibebankan k€pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ndgari. r

Pasal 57

Tata cara pembiayaa; selanjutnya diatu. densan Peraiuran

BAB VI

KEAENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 5a

Ketenluan lebih Fnjut terkait densao pcnjabaran Pe..nr.n

Daerah ini dikelua.kan selambat"lambatnya 6 (enam) bulan

sejak Pe.atufan Daerah inj diundanskan.

AAI VTI

KETENIUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh

ketentud BAB III Bagian ke Keiiga Pasal 11 satupai dengan

Pasal 35 Peraturan Daerah lGbulaien Solok Nomor 7 Tanun

2006 tentang Pemeri.tahan Nagari yang terkait d?Can

Pemilihan WaliNaga.i dicabut dan dinyatakd tjdaL berlaku.
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Pasal60

Peraturd Dae.ah ini mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinYa,

pengundangan PeratuEn Daerahini dengd

dalam Lembatan Daerah Kabupat€n Solok

Ditetapkan di Arcsuka

pada tanggal , ?.tt/tr/i 2077

BUPATI SOLOK,

Diundangkan di Arosuka

pada tanss.l , fLhtttr; 2oI7

PIt. SEKRETARIS DAERAII

ASISTDI{ KOOR.DINATOR

EDIS

LEMBARAN DAERAH BUPATEN SOLOK'IAHUN 2017 NOMOR..l

NoREG PiRATURAN DiERAH (ABUPA.TEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT :  ( I /4/2017i
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAER{H I'ABUPATEN SOLOK

NOMOR 1 TAHUN 2O]?

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANG(ATAN

DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

I .  UMUM

Pengaturan tentang Pelaksanaan Pemilihan wali Nagari diatur

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Nagari, dengan berpedoman kepada Undang Undang

Nomor 32 'aahun 200.1 tentang Pemerintahan Dae.ah dan Peraturan

Pemerintah Nomof 72 Tahun 2OO5 tentang Desl.

Dengan te.jadinya perubahan regulasi atau keb,jakan

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari atas penetapan Undang Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pederlntah Nomor 43

Tahun 201:r tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentanc Desa sebagaimana telah diubah dengd Peraturan

Peme.intah Nomo. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratu.an

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 teniang Peraturan Pelaksdaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mente.i

Dalam Nege.i Nodor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

dan P€.atu.an Menteri Dafu Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang

Pengangkata! dan Pemberhentian (epala Desa, maka Peraturan Daerah

Kabuparen Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentdg Pemenohhan Nagan,

kbususnya pasal-pasal yanc.erkait densan Pemiilihan weli Nagdi,

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dd kondisj saat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatu.

secara khusus tentang penyelenggdaan pemilihan wali nagari yang

dilaksanakan secara serentak, baik se.entak t (satu) kali maulun

se.entak beryelombdg Selain itu pada Undang-Unddg Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa juga diatur seca.a khusus tentang pemilihan wali

Nagari antarivaktu sehingga Peraturan Daerah ydg ada pada saAt ini

wil
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Me.ujuk kepada Undmg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 rentang

Desa dengan semua peraluran p€laksaraannya, telah drjelaskan bahiva
pemilihan wali Nasa.i dilaksanakan seca.a serenrak di wjlayah

Kabupaten. Penetapan kebljakan pelaksanad lemilihan wali Nasari

secaE serentak, baik secam serentak t (satu) kali maupun pemilihan

serentak bergelombang, lengatlrran lelaksanaannya Lebih lanjur dengan

Peraruran Daerah Kabulaten.

Dalam konteks penyelengga.aan pemerintahd nagari, Walj

Nasari dipilih s€cara langsung oleh dan dari penduduk nagdi yds

memenuhi persya.atan densan nasa jabatan 6 (enam) tahun rerhituns

senenjak tansgal pelaksanaan pelanrikan dan dapar nenjabat patins

ban)ak 3 (tiga) kali masalabatan seca.a be.rurur rurur atau ridak s€cara

Pelaksanaan pemilihaD wali Nasaii dilakianal{an seca.a

serentak di seluruh wilayah kabulaten dengan mal{sud menghindari hal

negatil dalam pelaksanaannya. Pemilihan Wali Nagari secara se.enrak

dilaksanakan dengan memperrimbangkan jumlah nasari dan

kemampuan biaya untuk pelaksanaan pemiuhd wali nagari yang

dibebaokan pada Anggaran Pendalatan Dan Belanja (APBD) Kabupaten

dan Angga.an Pendapatan dan Belanja Nagari.

II. PASAL DEM] PASAL

3.1
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cuhp jelas

r pasal39.

culap jelas

Pasal40

cukrp jeta6

Pasal4 l

cukup jelas

Pasal42

cukup jelas

Pasa143

cukup jelas

Pasal44

cukupjelas
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cukup jelas

cukupjelas

Pasai 56

TAMBAIAN LEMBARAN DAEMH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7A
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